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ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sgjak lahir sebagai
anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain.
Selain hak asas ada kewagjiban asas yang harus dipenuhi tanpa memandang
perbedaan suku, ras, agama dan jenis kelamin, yang mana dalam kehidupan
masyarakat yang heterogen seharusnya mendapat perhatian khusus dalam
pelaksanaannya, oleh karenanya bersifat asasi dan universal. Potret Hak Asas
Manusia adalah mozaik sgarah tentang penegakan kemerdekaan, perdamaian,
persaudaraan dan perlindungan. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan
terhadap Hak Asas Manusia menempati fragmentasi histories dengan fenomena
yang berulang kali bahwa rekaman sejarah nasib terhadap Hak Asass Manusia juga
senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaannya yang heroik atas musnahnya
kemerdekaan dan keadilan serta persamaan, perdamaian dan persaudaraan itu sendiri.

Konstituss Madinah dan UUD 1945 merupakan hukum tertulis dalam negara
Madinah dan Indonesia. Konstituss Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi
Muhammad saw pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang
aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi
Muhammad saw. Sedangkan UUD 1945 konsep yang dibuat oleh para bapak pendiri
bangsa untuk memerdekaan diri dari penjajahan.

Ketertarikan penyusun untuk membahas tentang konsep persamaan hak di
depan hukum dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945 mengingat bahwa konstitusi
Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad saw ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah di
mana situasi Madinah yang dihuni oleh penduduk yang majemuk dengan kepentingan
adat kebiasaan, suku, agama yang sering menimbulkan pertentangan bahkan perang
antar suku maka perlu suatu penguasa politik yang kuat dan berwibawa untuk
mengatur masyarakat yang pluralis. Sedangkan UUD 1945 sendiri dibuat oleh bapak
pendiri bangsa di mana rumusan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
dapat dikemukakan bahwa hukum tertulis Indonesia disusun dalam pengawasan
Jepang serta dibuat dalam keadaan cepat dan dibuat oleh para elit bangsa. Kedua
konstitusi tersebut dibuat pada kondisi ruang dan waktu yang berbeda.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Reseach) yang
menekankan kajian terhadap data-data yang relevan dengan konsep persamaan hak di
depan hukum dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945, kemudian disimpulkan.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep persamaan hak di depan
hukum pada dasarnya telah diatur dalam piagam Madinah dan UUD 1945, kedua
konstituss mempunyai tujuan yang sama, yakni menegakkan keadilan. Namun
terdapat perbedaan pada prakteknya penegakkan hukum di Negara Madinah
dilaksanakan langsung oleh Nabi Muhammad yang mempunya kekuasaan eksekutif
dan yudikatif di mana dalam pelaksanaannya setiap orang yang berperkara langsung
dihadapkan pada Nabi Muhammad, sedangkan di Indonesia dalam penegakkan
hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (An-Nisa’ (4): 58).
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II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap
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VI. Vokal rangkap
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ditulis ai

ditulis bainakum

ditulis au

ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

ditulis a’antum
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VIII. Kata sambung alif + lam ditulis harus satu macam

ditulis al-Qur’an
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai aturan, norma, dan kaidah akan selau mempunyai
posis yang khas karena hukum langsung berada dan bekerja di tengah-tengah
masyarakat. Keberagaman cita rasa masyarakat yang terkemas dalam budaya
tradisional dan modern akan menyatu dalam suatu dimensi hukum. Setiap
negara yang menganut paham negara hukum, dengan melihat bekerjanya tiga
prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di
hadapan hukum (equality before the law) dan penegakan hukum dengan cara
yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Konsekuensi
ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara,
warga negara dan orang asing harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.
Ketentuan itu sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh aat negara
maupun oleh warga negara.

Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya
berdasarkan Undang-Undang, sehingga segala kekuasaan dari aat-aat
pemerintah didasarkan atas hukum, oleh karena itu negara hukum merupakan
negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang.1

Di negara hukum, setiap warga negara dijamin punya kedudukan yang egaliter

! Sunardi dkk., Republik * Kaum Tikus’, (Jakarta : EDSA Mahkota, 2005), him. 72.



antara yang satu dengan lainnya, antara rakyat dengan pejabat. Jaminan ini
tentu saja tidak terlepas dari konteks kepentingan hak asasi manusia? Hukum
tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum
seperti polis yang bisa dan optimal menjembataninya. Hukum hanya akan
menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan
ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagal pijakan utama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asas manusia serta
menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya® Hal ini berarti negara Indonesia sebagai negara hukum
yang demokratis menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berusaha
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara
bersamaan kedudukan di dalam hukum dengan tidek ada kecualinya*
Misalnya aparat penyidik dalam menjalankan tugas penyidikannya tidaklah
boleh memanfaatkan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk berbuat
sewenang-wenang, karena segala sesuatu ada tata cara dan harus memenunhi

prosedur hukum. Siagpa pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-

2 |bid., him. 18.

3 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas
Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung:
Alumni, 2007), him. 1.

4 Sunardi dkk, Republik “ Kaum Tikus”, him. 19-21.



wenang, apakah orang itu dari kalangan pegjabat pemerintah atau dari kalangan
rakyat biasa, wajib mematuhi hukum dan dilarang melakukan tindakan
sewenang-wenang di luar garis batas hukum, karena tujuan hukum adalah
menegakkan keadilan maka adil mengandung arti tidak berat sebelah atau
memihak. Terkait dengan adil, demokrasi merupakan pandangan hidup yang
mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi
semua warga negara di depan hukum. Dalam negara hukum, individu dan
negara berdiri sejgjar karena negara diatur oleh konstitus dan Undang-
Undang. Inilah yang dinamakan supremasi hukum. Tujuannya untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abus de power) dan penggunaan
kekuasaan negara secara sewenang-wenang.

Di depan hukum tak ada diskriminasi. Pemihakan hukum hanya kepada
kebenaran, di pihak mana pun kebenaran itu berada, apakah perwira atau
kopral, pgabat negara atau penjahat negara, di mata hukum tetap diperlakukan
sama Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa
sga, baik pemerintah, kelompok atau golongan, seseorang terhadap kelompok
atau golongan, individu terhadap individu lainnya. Oleh karena itu sangat
penting untuk melihat berbagal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan
tidak sgja oleh pemerintah atau militer tetapi juga oleh warga sipil dan mencari
serta menyelesaikan berbagai pemecahan masalah secara objektif dan adil
sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berl aku.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di negara Indonesia mengajak

masyarakat untuk berpikir ulang apakah negara ini memang negara hukum formil



dan hukum materiil sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945? Ada
kalahnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, dipandang sebagai
sesuatu yang sah-sah sgja, lupa bahwa kekerasan yang diperkenankan untuk
dilakukan oleh penguasa tetap memiliki rambu-rambu hukum yang memberi
legitimasi dan memberi proses, prosedur, persyaratan, tata cara, yang harus
diikuti. Sebab pada dasarnya hak asas manusia tidak diperkenankan untuk
dilanggar oleh siapapun, termasuk penguasa (negara). Rambu-rambu hukum yang
memberi legitimasi dan proses hukum itu dalam kerangka alur pembatasan,
namun ada pula patokan-patokan moral dan etika yang tidak bisa dikesampingkan
sekehendak hati. Moral dan etika memang tidak dicantumkan secara tertulis dan
inilah yang acapkali membuat banyak kerancuan dan penyalah tafsiran untuk
membenarkan tindakan kekerasan. Ada banyak macam atau bentuk kekerasan
memerlukan cara atau teknis penanganan atau penyelesaian yang tidak sama
persis. Lazimnya keahatan kekerasan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) akan ditangani sesual prosedur hukum formal yang berlaku, di
mana dalam batas-batas tertentu diperkenankan penggunaan kekerasan untuk
prosedur penegakan hukum yang disebut upaya paksa atau pidana. Ada kalanya
kgahatan yang dilakukan orang kecil dengan orang besar (berpangkat atau
berkedudukan) akan berbeda penanganannya, jika orang kecil melakukan tindak
kejahatan misalnya mencuri atau merampok sudah dipastikan kalau kinerja aparat
penegak hukum langsung tampak, karena aparat tidak terhalang menggunakan
segenap kekuatannya untuk menjaring dan menindaknya. Di mata aparat hukum,

orang kecil itu mudah untuk diatasi tanpa berbelit-belit dan tidak membahayakan



dirinya secara stuktural. Orang kecil atau rakyat biasaitu mudah dibentak, ditakut-
takuti dan dikondisikan untuk mengakui perbuatannya, orang kecil relatif jujur
dan terbuka karena tidak punya kekuatan istimewa yang mengadvokasinya atau
terbatas kemampuan intelektualnya untuk merekayasa kebohongan. Bedil atau
peluru dengan gampang digunakan untuk menyel esaikan kejahatan “wong cilik”.®
Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) menjadikan hukum
sebagai barang ekonomi dan bisa dijual belikan. Perkara hukum yang masuk ke
mea aparat hanya dijadikan sumber penghasilan tambahan, tanpa
memperhitungkan nilai dan filosofi penegakan aturan. Hak dasar di mata hukum
tentang equality before the law tidak akan dapat dijalankan jika hukum sudah
menjadi barang ekonomi bisa dibeli. Aparat hukum hanya melayani pihak yang
memberikan imbalan materi. Dampaknya, masyarakat main hakim sendiri
(eigenrechting), karena tak bisa membeli. Pelanggaran hukum atau perilaku
menyimpang yang dilakukan masyarakat akan diproses sesuai dengan logika
hukum positif. Tetapi ketika hukum dilanggar oleh para élite politik dan birokrasi
tingkat tinggi, hukum berubah menjadi hukum kompromis. Di Indonesia sendiri,
perangkat hukum dan undang-undang yang mengatur tentang HAM cukup
memadal. Hal itu ditunjukkan dengan adanya Ketetapan (Tap) MPR Nomor
XVII/IMPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang (UU) No. 39/1999 tentang
HAM, dan UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM.

Harapan pada penegakan supremasi hukum merupakan agenda penting

dari reformasi. Supremasi hukum tidak hanya berlaku bagi yang lemah tetapi

® Ibid., him. 26.



bagi seluruh komponen bangsa termasuk negara, karena persamaan hak di
depan hukum (equality before the law), pemberian jasa hukum atau penasehat
hukum (access to legal counsel) dan proses hukum yang adil (due process of
law) adalah merupakan prinsip-prinsip negara hukum, namun sistem yang
membawa keadilan ini seolah tak berdaya untuk menguak dan membersihkan
sistem yang penuh ketidakadilan. Keberhasilan atau kegagalan menjadikan
hukum sebagai panglima keadilan sangat ditentukan oleh proses dan
keputusan hukum yang dilakukan oleh negara saat ini.

Profesionalisme para penegak hukum mash banyak dipertanyakan
pelbaga kalangan. Isu mafia peradilan mewarnai kehidupan hukum di
Indonesia. Independensi penegak hukum mulai dipertanyakan, bahkan seluruh
pel aksana-pelaksana yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberi
keadilan diragukan. Persamaan hak di hadapan hukum hanya sekedar pemanis
dalam pelaksanaan hukum. Intervens terhadap hukum masih belum dapat
dihindari. Hal ini mempengaruhi mentalitas penegak hukum, padahal
mentalitas yang bermoral adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari
profesionalismenya. Moral dan keberanian dalam menegakkan supremasi
hukum masih minim dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga
banyak kasus-kasus hukum diselesaikan tetapi tidek memuaskan pelbagai
pihak ataupun merugikan di lain pihak. Timbul pertanyaan apakah keadilan
hanya milik ‘penguasa ?

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya

kepastian hukum itu disebabkan banyaknya mafia peradilan, suap ke hakim,



jaksa, pengacara tidak bermoral sampa hukum yang berpihak pada kalangan
tertentu atau kalangan yang berduit sga, sistem peradilan yang tidak
independen dan memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan.
Reformasi hukum yang dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan
bagi seluruh masyarakat. Keadilan masih dibayangi oleh kepentingan dan
unsur kolusi serta nepotisme.

Perbedaan tingkat dan kedudukan sosia serta perbedaan nasib dalam
rezeki, sekali-kali tidak dapat dan tidak boleh menjadi alasan untuk
membedakan hak seorang di muka hukum, baik hukum manusia maupun
hukum Tuhan. Perbedaan dergat karena keturunan dan hak istimewa untuk
mengambil faedah dan menikmati isi alam ini tidak dikenal oleh |slam.?

Persamaan hak di muka hukum tidak saja berlaku bagi sesama umat
Islam, melainkan juga berlaku bagi pemeluk agama lainnya. Kepada pemeluk
agama lain itulah diberikan hak sepenuhnya untuk berhukum menurut agama
masing-masing, kecuali kalau pemeluk agama lain itu sendiri dengan sukarela
mau meminta berhukum menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan
demikian, rasa keadilan yang bersemayam di kalbu setigp orang dapat
dipenuhi dengan sewajarnya.’

Dari kasus-kasus pelanggaran Hak Asas Manusia perlakuan yang
berbeda dari aparat penegak hukum, kiranya dapat menarik penyusun untuk

mengkaji ulang sgauh mana kedua konstitusi tersebut dalam upaya

® Anwar Harjono, Hukum Idam Keluasan dan Keadilannya, Cet. ke-2 (Jakarta Bulan
Bintang, 1987), him. 214.

" Ibid., him. 215.



menegakkan keadilan hak asas manusia dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia serta memanusiakan manusia, menjujung tinggi persamaan

hak di depan hukum tanpa memandang pebedaan.

B. Pokok Masalah
Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang
menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana konsep persamaan hak di depan hukum menurut konstitusi
Madinah dan Amandemen UUD 1945 ?
2. Bagaimana konteks penegakkan hukum prinsip persamaan hak di depan

hukum itu di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian
1. Tujuan Pendlitian ini adaah:

a. Mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan antara konstitusi
Madinah dan Amandemen UUD 1945 tentang konsep dan konteks
penegakan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum.

b.  Menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenal konsep dan konteks
penegakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum dalam

konstitus Madinah dan Amandemen UUD 1945.



2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a Penditian ini untuk menambah dan memperdaam pengetahuan
penyusun tentang konsep dan konteks penegakkan hukum prinsip
persamaan hak di depan hukum dalam konstitus Madinah dan
Amandemen UUD 1945.

b. Memberikan kontribusi pemahaman yang komperhensif tentang konsep
dan konteks penegakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum

dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penyusun memang
banyak buku-buku yang beredar di masyarakat umum, baik berupa tulisan
karya ilmiah yang berbentuk, buku, tesis, desertasi, maupun skripsi serta
tulisan-tulisan lain. Adapun buku atau tulisan karya ilmiah yang penyusun
temukan yaitu tesis yang ditulis oleh Muhmmad Alim yang berjudul
“Demokasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstituss Madinah dan UUD
1945"8 dalam tesis ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan
demokrasi dan hak asas manusia dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945
serta hubungan kedua konstitus dan dimungkinkan menerapkan asas-asas
konstitusi Madinah terhadap bangsa Indonesia. Selain itu ada desertasi yang
ditulis oleh Ahmad Sukardja, yang telah dibukukan dengan judul “Piagam

Madinah dan UUD 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama

& Muhammad Alim, Demokas dan Hak Asasi Manusia dalam Konstituss Madinah dan
UUD 1945, (Y ogyakarta: Ull Press, 2001).
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dalam Masyarakat Yang Majemuk”9 di mana di dalamnya membahas Hak
Asasi Manusia dibidang ekonomi, hukum, sosial, budaya dalam kehidupan
bersama bagi masyarakat yang heterogen di negara Madinah dan Indonesia.

J. Suyuti Pulungan dalam desertasi yang kemudian dibukukan dengan
judul “Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari

Pandangan Al-Qur’an”*

membahas secara rinci tentang prinsip-prinsip hak
asas dan politik pemerintahan dalan Piagam Madinah yang kemudian
dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur’an. Dalam kesimpulannya J. Suyuti
Pulungan menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut jelas mengakui hak-hak
semua kelompok sosia di Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban
penduduk Madinah sebagal anggota umat.

Dalam tulisan skripsi yang penyusun temukan yaitu “Hak-hak
Keberagaman Sudi Perbandingan antara Piagam Madinah dan UUD 1945”
yang disusun olen Maftuhatul Fikriyah™ di mana di dalamnya hanya
membahas kebebasan beragama secara khusus mengenai posisi agama dalam
UUD 1945 dan Piagam Madinah kemudian didialektikan dalam keberagaman
di Indonesia dan mencari titik temu bagi penegakkan hak-hak keberagaman

yang kondusif dan konstruktif. Selain itu, “ Persamaan Hak dan Kewajiban

Warga Negara Studi Komparasi Piagam Madinah dan UUD 1945” yang

® Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945 Kajian Perbandingan tentang
Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk, ( Jakarta: Ul Press, 1995).

103, Suyuti Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau
Dari Pandangan Al-Qur’an, (Jakarta: PT. Rgja Grafindo Persada, 1994).

' Maftuhatul Fikriyah, “Hak-hak Keberagaman Sudi Perbandingan Antara Piagam
Madinah dan UUD 1945,” Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2005.
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ditulis oleh Adib Maghfurlz, di mana di dadamnya membahas mengenal
konsep-konsep dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 yang mengatur tentang
pesamaan hak dan kewagjiban bagi warga negara serta persamaan dan
perbedaan kedua konstitus menyangkut konsep-konsep persamaan hak dan
kewgjiban antar sesama warga negara, juga di dalamnya masih menyangkut
pesamaan hak dan kewajiban warga negara secara umum seperti persamaan di
bidang ekonomi, sosial maupun budaya serta tidak membahas secara khusus
mengenai persamaan hak di depan hukum yang ada pada Amandmen UUD
1945 dan Konstitus Madinah, dengan demikian skripsi ini menarik
dimunculkan kembali dalam nuansa yang lebih khusus yaitu persamaan hak di

depan hukum.

E. Kerangka Teor etik

Pengertian asas equality berarti persamaan hak, jika asas equality
dikaitkan dengan fungsi peradilan maka setiap orang yang datang berhadapan di
sidang pengadilan adalah “sama hak dan kedudukannya’.’* Asas persamaan di
hadapan hukum (the equality before the law) merupakan salah satu asas penting
negara hukum, meskipun dalam penegakanya terdapat penonjolan yang berbeda,

antara negara hukum (the rule of law) di negara-negara Anglosxon dengan negara

2 Adib Maghfur, “Persamaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Studi Komparasi
Piagam Madinah dan UUD 1945,” Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta,
2001.

B M. Y ahya Harahap, Kedudukan kewenangan dan Acara Pradilan Agama, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005), him. 85.
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hukum (rechtsstaat) di negara-negara Eropa konti nental.** Konsep rechsstaat lahir
dari suatu pandangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,
sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak
dari is atau kriteria rechsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechsstaat
bertumpuh atas sistem hukum Kontinental yang disebut civil law, modern roman
law, yang lebih menekankan pada aspek administratif. Sedangkan konsep the rule
of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law, sehingga
penekanannya pada aspek yudicial. Ha tersebut tampak pada karakteristik
kekuasaan ragja pada zaman Romawi dan Inggris. Namun, keduanya mempunyai
sasarn yang sama, yakni memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-
hak kebebasan sipil dari warga negara dan perlindungan terhadap hak-hak
dasarnya.’> Konsep negara hukum Eropa Kontinental dan konsep negara hukum
Anglo Sexon didasarkan pada paham liberal individualistis Makakonsep negara
hukum liberal maupun konsep rule of law mengutamakan hak-hak individu, hal
ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tidak sesual dengan pandangan
hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegaranya berasaskan kekeluargaan.
Oleh karena itu kedua konsep tersebut tidak menjadi pilihan bangsa Indonesia.
Bangsa Indones a telah menentukan konsep formal negara hukumnya dalam UUD
1945 yang unsur-unsur utamanya adalah sebagal berikut:

1. Bersumber pada Pancasila

14'S. F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,
(Yogyakarta: Liberty, 1997), him. 188.

> Marzuki Wahid dan Rumadi, Figih Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam
di Indonesia, Cet. ke-1 (Y ogyakarta: Lkis, 2001), him. 49.
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2. Sitem konstitus
3. Kedaulatan rakyat®
Adapun ciri-ciri negara hukum Indonesiayaitu:

a. Jaminan perlindungan hak-hak asas manusia;

b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah,
negara maupun warga negara dalam bertindak harus
berdasar atas dan melalui hukum, khusus yang menyangkut
kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.’

Dalam UUD 1945 persamaan hak di depan hukum bagi setiap warga
negara di Indonesia merupakan cita hukum (rechtsidee) dalam mewujudkan
keadilan di satu pihak dan di lain pihak sebagai norma hukum. Asas persamaan
di Indonesia memeperoleh landasan konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 27
ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 hasil dari Amandemen kedua tahun 2000, Tap.
MPR No. II/MPR/1978 yakni pada lampiran Naskah Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila, khususnya dalam sila kemanusiaan yang adil dan
beradab, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Ketentuan tersebut pada hakekatnya menekankan setiap orang mempunyai
kedudukan yang sama dimata hukum (equality before the law), tanpa terkeculai

terhadap administras negara sebagai subjek hukum dalam peradilan

' Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya,
(Jakarta: Ul-Press, 1995), him. 119-120.

17 Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, (Yogyakartaa AMP YKPN, t.t.),
him. 87.
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administrasi.*® Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat
Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian
dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks
kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara® Hubungan antara
hukum dan politik di Indonesia sering tidak berjalan dengan semestinya.
Hukum yang seharusnya menentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara seringkali diintervensi oleh politik, sehingga hukum tidak berdaya
menghadapi kekuasaan politik yang mempengaruhi nya. Hukum sebagai suatu
keharusan (das sollen) tunduk dibawah kaki kenyataan (des sein). Politik
hukum sebagai sebuah kebijaksanaan hukum yang akan atau telah
dilaksanakan secara nasiona oleh pemerintahan merupakan ketentuan atau
pedoman yang seharusnya (das sollen) dilakukan dalam proses pembuatan
hukum dilapangan (das sein), pastilah mengalami kesenjangan atau konflik
atara das sollen dan das sein, baik dipengaruhi oleh faktor politik maupun
faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Hubungan antara das sollen dan das
sein daam bidang hukum dan politik memungkinkan adanya tiga pola
hubungan. Untuk mengetahui faktor manakah yang lebih dominan antara
keduanya, maka perlu menempatkan keduanya pada posisi masing-masing.
Pola hubungan yang pertama adalah hukum determainan atas politik sehingga
kegiatan- kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan- aturan hukum

sebagai das sollen dilapangan yang mengaturnya. Pola hubungan yang kedua

8 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara, him. 353.

9 |lham Bisri, Sstem Hukum Indonesia Perinsip-perinsip dan Implementasi Hukum
di Indonesia, (Jakarta: PT. Rga Grafindo, 2007), him. 125.
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adalah politik determainan atas hukum sehingga hukum harus tunduk pada
kehendak-kehendak politik karena hukum adalah kristalisasi dari kehendak
politik yang saling berinteraksi dan bersaingan, politik sebagai das sein
mempengaruhi bahkan menguasai hukum sebagai das sollen yang semestinya
mengaturnya. Pola hubungan yang ketiga adalah hukum dan politik berada
posisi dan dergjat yang sama atau seimbang, karena meskipun hukum adalah
kristalisasi dari kehendak-kehendak politik, tetapi begitu hukum itu ada, maka
semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Begitulah das
sollen dan das sein saling berhubungan dalam proses pembuatan dan
penegakkan hukum di Indonesia®® Perlu kiranya diketahui bahwa politik
hukum itu merupakan kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan
secara nasional oleh pemerintah yang mencakup bagaimana politik
mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada
dibelakang proses pembuatan dan penegakkan hukum.?' Maka dari itu,
menjadikan filosofi negara hukum sebagai dasar bagi setiap kebijaksanaan
(plicy) dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
adalah tuntutan konstitusi yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, terlebih lagi
dalam kehidupan hukum. Perspektif ini menjadikan politik hukum sebagai
unsur strategis dan penting dalam totalitas politik negara. Karena politik
hukum akanmenentukan “warna’ negara hukum dalam realitas. Di samping itu

pula politik hukum yang dilahirkan oleh suatu rezim merupakan parameter

% Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES, 1998),
him. 8.

2 bid., him. 1-2.
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untuk menila konsigensi rezim tersebut dalam mewujudkan negara hukum
dalam kehidupan nyata.??

Sebagaimana diketahui, konstitusi Madinah yang merupakan konstitusi
negara Madinah dan UUD 1945 konstitusi negara Republik Indonesia adalah
suatu konstitus yang dibuat oleh orang Isam dipastikan untuk
pembentukannya dan penyusunannya tidak lepas dari nilai-nilai dan norma
normayang ada dalam Islam.

Islam sebagal sebuah agama dengan garannya yang universal dan
komprehensif meliputi akidah, lbadah dan mu'amalat yang masing-masing
memuat garan tentang keimanan. Dimensi Ibadah memuat mekanisme
pengabdian manusia terhadap Allah dan hubungan manusia dengan manusia
maupun dengan alam sekitarnya. Semua dimensi gjaran tersebut dilandasi oleh
ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari’at atau fikih. Dalam
konteks syari’at dan fikih itulah terdapat garan tentang hak asasi manusia
Adanya gjaran tentang hak asas manusia dalam Islam menunjukkan bahwa
Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat
dan mulia, oleh karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap manusia
merupakan tuntutan dari gjaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh
umat manusia terhadap sesama manusiatanpa terkecuali.?

Al-Quran menganggap bahwa semua manusia berhak mendapat

penghormatan yang sama tanpa memperdulikan perbedaan jenis kelamin, ras

2 Marzuki Wahid dan Rumadi, Figih Madzhab Negara, him. 55-56.

= Dede Rosyada dkk., Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi, Hak Asas
Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 218.
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atau kebangsaannya. Persamaan hak dan kewgiban antar sesama manusia
merupakan hak yang bersifat alamiah yang dimiliki manusia sesuai dengan
fitrahnya. Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari al-

Qur’an surat a-hujurat ayat 13:
) sie (Ko 51 o) T8 el iy Ly sad oSl 505 S 3 n WS L) il Mg
24 ma ale A ¢ oSUE

Ayat Madaniyah ini menurut al-Qurtubi, juga mengandung larangan
agar manusia tidak membangga-banggakan nasab-nya sebab semua manusia
berasal dari Adam dan Hawa. Tolak ukur keutamaan manusia bukan pada
nasab-nya melainkan pada takwanya. Seseorang yang menganggap dirinya
memiliki keutamaan atas orang lain selain ketakwaan, tidak ada nilainya di sis
Tuhan kecuali keutamaan itu digunakan dengan tujuan takwa®® Kriteria
keutamaan sesesorang di sisi Tuhan terletak pada sifat-sifat baik yang dimiliki
serta amal perbuatan yang dikerjakannya, ini merupakan cerminan dari nilai-
nilai takwa yang bersemayam dalam hatinya yang diaktualisasikan dalam
berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Surat a-hujurat
tersebut menggunakan kata manusia (al-nas) menunjukkan bahwa ayat tersebut
ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan tidak terbatas pada kaum
muslimin saja. Ayat tersebut menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama

manusia dengan alasan apapun.26 Rasulullah dengan tegas mengajarkan bahwa

 Al-Hujurat (49): 13.
%, Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, him. 154.

% Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM,
1995), him. 76.
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seluruh manusia adalah keturunan Adam yang di ciptakan Tuhan dari tanah.
Seorang Arab tidak lebih mulia dari seorang bukan Arab demikian pula
sebaliknya, kecuali karena ketakwaannya. Ajaran ini memperjelas surat a-
hujurat ayat 13, berdasarkan asas ini setiap warga masyarakat memiliki hak
kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena itu, Rasulullah memuji dan
menganjurkan para sahabatnya untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya
yang dimiliki oleh bangsawan-bangsawan Quraisy.?’ Jadi sehubungan dengan
ini Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif antara manusia
berdasarkan suku, warna kulit, pangkat maupun jabatan, karena Islam tidak
mengakui adanya kelebihan-kelebihan antara seseorang dan yang lainnya
seperti kelebihan dalam bidang ilmu, harta, keahlihan dan ketrampilan. Hanya
saja kelebihan-kel ebihan yang ada itu tidak boleh dijadikan dalih untuk tidak
bertindak secara tidak adil.® Dalam al-Qur’ an Allah menegaskan surat an-nisa’
ayat 58:
22 Janlly ) gaSn (o palill (g S )5 el f ) st 555 o oS paly il
Dan dalam surat an-nisa’ ayat 105:
% lagend (Al S 5 il 5] Loy A (S Gl eS| Ll L 3l U
Keduaayat di atas menegaskan tidak boleh berlaku diskriminatif dalam

bidang hukum, setiap orang adalah sama di depan hukum (equality before the

2" Dudung Abdurrahman dkk., Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klask Hingga
Modern, (Yogyakarta: LESFI, 2003), him. 37.

% Ahmad Kosasih, HAM dalam perspektif Islam menyingkap persamaan dan perbedaan
antara |slam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), him. 47.

2 An-Nisa’ (4): 58.

% An-Nisa’ (4): 105.
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law), tanpa dibedakan dari status maupun kedudukanya, demikian pula
seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada vonis yang menyatakan
bahwa seseorang itu bersalah oleh hakim (gadhi) berdasarkan bukti-bukti yang
kuat dan terpercaya.®! Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang
luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun.
Sesual dengan kandungan surat an- nisa ayat 58 di atas, maka putusan hakim
harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang siapa
hukum itu diputuskan. Sikap ini didasarkan pada firman Allah surat a-ma’idah
ayat 8:
32 o gl o il ga) shae) | slaes W e o g8 i oS oY

Dari ayat di atas bahwa sikap adil itu tidak akan memihak kepada
siapapun kecuali kebenaran.®® Maka tampak jelas bahwa ketetapan konstitusi
Madinah tentang prinsip persamaan sesuai dengan kandungan al-Qur’an.
Prinsip persamaan ini tertuang dalam konstituss Madinah Pasal 2-10, 13, 16,
21, 22, 37 dan 46.

Apabila keadilan diakitkan dengan hukum, maka sesungguhnya dua
hal tersebut dalam tatanan peradilan Islam dianggap sebagal sesuatu
interdependentie. Lahirnya hukum dituntut adanya keadilan, terwujudnya
keadilan melahirkan teori keadilan, teori ini perlu diwujudkan dalam hukum

dan hukum harus melahirkan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.

* 1bid., him. 48.
% Al-Ma’idah (5): 8.

¥ Makhrus Munajat, Dekontruksi Syari’ah Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: LOGUNG
PUSTAKA, 2004), him. 74.
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Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakkan supremas
hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga
peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan®* Sedlin itu, apabila
prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum maka harus ada intervens
kekuasaan yang dapat mengantarkan kea rah tegaknya hukum. Ada beberapa
tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan supremasi
hukum. Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur
dan bijaksana terhadap seluruh rakyat tanpa kecuali. Kedua, kewajiban
menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus
ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa sga tanpa
memandang kedudukanya. Ketiga, kewajiban menyelenggarakan negara untuk

mewujudkan masyarakat yang adil dan kesgjahteraan sosial.*

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penélitian
Penelitian ini termasuk penelitian jenis pustaka (library research),
yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.
Maka data yang dijadikan sebagai pendukung diambil dari buku-buku yang
ada kaitanya tentang persamaan hak di depan hukum dalam kontitusi

Madinah dan UUD 1945.

34 Hasby ash- Shiddiqy, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), him. 34.

% Makhrus Munajat, Dekontruksi Syari’ah Hukum Pidana Islam, him. 77.
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2. Sifat Penelitian
Sifat Penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian ini
berusaha mengemukakan dan memaparkan konsep persamaan hak di depan
hukum dalam konstitust Madinah dan UUD 1945, kemudian dianalisa kedua

konstitusi tersebut dengan membandingkan.

3. Pengumpulan Data
Karena kajian ini adalah kajian pustaka (Library Reseach) maka
sumber datanya adalah naskah konstitust Madinah dan naskah Amandemen
UUD 1945 sebagai sumber primer, serta sumber skunder yaitu karya ilmiah

lain yang dianggap relevan.

4. AnlisisData
Setelah data telah terkumpul kemudian data dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan analisis deduktif dan komparatif. Kualitatif yaitu
memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dan deduksi
merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal
yang bersifat khusus, sedangkan komparatif yaitu membandingkan antara
kontitus Madinah dan UUD 1945 tentang konsep persamaan hak di depan

hukum.
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5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-histories yaitu dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan
sgjarah pragmatis (pragmatical history). Pragmatical history yaitu
menghubungkan peristiwa-peristiwva masa lalu dengan peristiwa-peristiwa
masa kini dan menempatkannya pada kancah peredaran dunia masakini. Is
dari penelitian sgjarah pragmatis ini pada umumnya terdiri dari pantulan-
pantulan moral dan anjuran-anjuran untuk diteladani.*® Sedangkan
pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah berdasarkan atas peraturan
hukum yang berlaku dan pada teks-teks normatif yang berkaitan dengan

konsep persamaan hak di depan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari limabab yaitu:

Pendahuluan sebagal bab pertama, yang terdiri dari; Latar belakang
Masdlah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka teoretik,
Metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua di paparkan gambaran umum tentang sejarah lahirnya
kedua konstitus yaitu antara konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945,

Bab ketiga merupakan jawaban dari pokok masalah yaitu tentang

konsep persamaan hak di depan hukum dalam konstituss Madinah dan

% Nourouzzaman Shiddigie, Pengantar Sgjarah Muslim, (Y ogyakarta: NUR CAHAYA,
1983) him. 19.
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Amandemen UUD 1945, pelaksanaan kedua konstitus dalam menegakkan
persamaan hak di depan hukum.

Bab keempat adalah analisis pebandingan konsep persamaan hak di
depan hukum menurut konstitusi Madinah dan Amandemen UUD 1945,

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis
perbandingan kedua konstitusi dan sekaligus mencari titik temu kedua
konstitusi dalam menegakkan persamaan hak di depan hukum untuk
memperoleh keadilan, saran-saran dan rekomendasi yang di harapkan dapat

bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat luas pada umumya.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah memberikan gambaran, pemaparan ataupun uraian secara
panjang lebar dalam bab-bab sebelumnya tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan konsep persamaan hak di depan hukum baik dalam konstitusi Madinah
maupun dalam UUD 1945, maka penyusun akhirnya dapat menyimpulkan
bahwa:

1. Konsep persamaan hak di depan hukum dalam konstitus Madinah dan
Amandemen UUD 1945 merupakan hasil perjuangan dari ketertindasan
kaum yang lemah, di mana negara Madinah pada mulanya masyarakat
yang maemuk, suka berperang antar suku, suka bersaing dan sukar
bergabung dengan suku lainnya, dengan hijrahnya nabi Muhammad ke
Madinah dengan membawa mis kebenaran Islam Nabi Muhammad
membuat perjanjian politik antara kaum Muhgjirin dan Anshar di pihak
Islam dan kaum Yahudi dan sekutunya di pihak non-Islam, sedangkan
negara Indonesia merupakan negara jgjahan dari bangsa Eropa, di mana
pada masa penjgahan, pemerintahan Hindia Belanda Menurut hukum
kolonia tersebut, bangsa Indonesia hanya mendapat kedudukan hukum
sebagal kelas tiga seperti diatur dalam Pasa 163 .S (Indische
Staatsregeling), bangsa Indonesia tidak ingin lagi ada rasa diskriminasi

dadam hukum vyang berlaku di negara Indonesia merdeka yang



98

dibentuknya, sehingga masyarakat yang awalnya dihantui oleh
ketidakadilan dan penindasan menjadi masayarakat yang adil dan makmur
dengan ditegakkan konsep persamaan hak di depan hukum sesuai dengan
Undang-Undang Dasar yang telah diatur oleh kedua konstitusi.

. Konsep persamaan hak di depan hukum dalam UUD 1945 merupakan
konsep yang dibuat oleh bapak pendiri bangsa yang pada prinsipnya
membangun negara hukum berdasarkan pancasila, di mana dalam
pembukaan UUD 1945 alenia empat terkandung lima sila Pancasila yaitu
nila keadilan yang merupakan tujuan dari ditegakkannya supremasi
hukum dan pasal yang termuat dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu pasal
27 ayat 1, pasal ini pada rezim orde lama dan orde baru tidak dilaksanakan
dengan baik karena UUD 1945 cenderung dijadikan sebagai alat legitimasi
kekuasaan oleh kedua rezim, dan pada era reformasi pasa mengenal
persamaan hak di depan hukum ditambah satu pasal lagi yaitu, pasal 28D
ayat 1 yang merupakan hasil dari amandemen kedua UUD 1945 tahun
2000 dengan menambah satu bab lagi yaitu, bab XA. Sedangan konsep
persamaan hak di depan hukum dalam konstitus Madinah merupakan
konsep yang dibuat oleh Nabi Muhammad bersama kaum muhajirin dan
anshar di pihak Issam dan Yahudi beserta sekutunya di pihak non-Islam
yang pada prinsipnya memebentuk negara Islam yang menjunjung tinggi
hukum Tuhan melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi
Muhammad berupa al-Qur’ an untuk menyebarkan kebenaran Islam yang

didalamnya mengatur segala bidang dalam kehidupan manusia termasuk
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hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan
manusia juga mengenai persamaan hak di depan hukum, mengenai hal ini
konstituss Madinah mengaturnya dalam pasal 2-10, 16, 21, 22, 37 dan 46.

. Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai konsep persamaan hak di
depan hukum antara konstituss Madinah dan UUD 1945. Persamaan
tersebut, yaitu kedua konstitusi lahir dari masyarakat yang plural, baik
konstituss Madinah maupun UUD 1945 mempunya tujuan yang sama,
yakni menegakkan keadilan adalah tujuan utama. Perbedaan keduanya,
yaitu konsep yang ada pada konstituss Madinah merupakan konsep dari
negara Islam yang menjunjung tinggi hukum Allah, sedangkan konsep
yang ada pada UUD 1945 adalah konsep dari negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

. Konteks pengakkan hukum prinsip persamaan hak di depan hukum di
Indonesia masih sangat tergantung pada aparat penegak hukum dalam hal
ini pejabat polisi, jaksa dan hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan, penuntutan dan putusan. Konteks penegakkan hukum ini tidak
lepas dari unsur politik setiap rezim yang sedang berkuasa mulai dari
rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi, karena intervens terhadap
setigp proses hukum masih sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat

penegak hukum itu sendiri.
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B. Saran-saran/Rekomendasi

Adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat akan
berdampak pada munculnya waah masyarakat yang timpang, rentan
berbenturan dan lambat laun akan mudah menjadi kalap. Oleh sebab itu, tidak
mengherankan apabila dikatakan bahwa salah satu inti dari semua persoalan
dalam masyarakat adalah masalah keadilan yang meliputi bidang ekonomi,
politik, hukum, budaya dan sosial. Persoalan keadilan ini pada dasarnya,
merupakan penghargaan pada nilai dan martabat manusia. Ini disebabkan
karena manusia dinilai dari nilai kemanusiaannya yang tentu saja bermakna
memanusiakan manusia. Itu pula sebabnya dalam konsep keadilan setidak-
tidaknya mengandung pengertian seperti persamaan, keseimbangan, dan
pemberian hak kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya.
Hanya saja, implementasi prinsip keadilan seringkali terasa sulit dirasakan
oleh masyarakat sehingga yang justru muncul adalah ketidakadilan.

Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis harus
diarahkan untuk mencapai lima sasaran pokok dengan perioritas pembangunan
nasional sebagal berikut:

1. Meningkatnya keadilan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem
hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang
memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,
terjaminnya konsistens seluruh peraturan perUndang-Undangan di tingkat
pusat dan daerah dengan perioritas pembangunan yang diletakkan pada

pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum, penghapusan



101

diskriminasi dalam berbagai bentuk, serta penghormatan dan pengakuan
atas Hak Asasi Manusia

. Meningkatnya penegakan hukum dalam upaya untuk menegakkan
supremasi hukum dengan perioritas penanganan pada pemberantasan
korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian
penyalahgunaan obat terlarang.

. Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat antara lain dengan
berkurangnya praktek korupsi di birokrasi; terciptanya sSistem
pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan
berwibawa, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dengan perioritas pembangunan yang diletakkan pada
penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

. Meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan
daerah serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah,
dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih
tinggi dengan perioritas pembangunan yang diletakkan pada Revitalisas
Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

. Terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan
terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara
negara dan lembaga kemasyarakatan; meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam proses penyusunan kebijakan publik; serta terlaksananya pemilihan

umum yang lebih demokratis, jujur dan adil.
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